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1.1 Latar Belakang 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor 
ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. 
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan tentang Produksi Domestik 
Bruto (PDB), UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57% dari total PDB 
tahun 2012. UMKM merupakan salah satu sektor strategis dalam 
perekonomian nasional. Hal ini tercermin dari besarnya penyerapan tenaga 
kerja oleh sektor UMKM. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012 
menyebutkan jumlah tenaga kerja di sektor UMKM sebesar 107,6 juta pekerja 
atau sekitar 97% dari jumlah pekerja di Indonesia. Sebagian besar tenaga kerja 
berada pada usaha Mikro yang mencapai 90% (Abidin, 2015). Dengan 
penyerapan tenaga kerja yang besar, diasumsikan UMKM mampu 
menyumbang pajak yang besar. 
Sementara itu kontribusi UMKM pada perpajakan masih rendah. Menurut 
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal 
Pajak, Kismantoro Petrus, kontribusi UMKM hanya sebesar 0,7% dari total 
penerimaan pajak pada tahun 2012 (Daud, 2013). Huda (2015) menunjukkan 
bahwa penerimaan pajak sektor UMKM tahun 2014 sebesar Rp 2 triliun atau 
hanya 7% dari total potensi pajak yang mencapai Rp 30 triliun. 
Kontribusi pajak yang rendah akan berpengaruh terhadap pendapatan 




sebab itu, dibutuhkan strategi untuk mencapai target tersebut. Data dari 
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seperti yang 
tercantum dalam Gambar 1.1 menyebutkan bahwa pendapatan negara dari 
penerimaan pajak terus mengalami peningkatan dari Rp 980,52 triliun di tahun 
2012 menjadi Rp 1.539,17 triliun di tahun 2016, atau tumbuh rata-rata 13,43% 
per tahun. Sementara itu dalam APBN tahun 2017, target penerimaan pajak 
sebesar Rp 1.750,3 triliun atau 85,6% dari total pendapatan negara. Menurut 
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, kontribusi pendapatan seperti itu 
menunjukkan bahwa perkembangan dan pembangunan di Indonesia sangat 
bergantung dari kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan 
(Antara, 2016). 
 
Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diolah, 2017 
 Peningkatan target penerimaan dari sektor perpajakan tersebut diikuti dengan 
upaya pemerintah yang membuat suatu kebijakan, yaitu penerbitan Peraturan 
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Gambar 1.1
Pendapatan Negara Indonesia Tahun 2012-2016
(dalam Triliun Rupiah)




Pasal 2 dan 3 membahas penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak Orang 
Pribadi atau Badan selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran 
bruto di bawah Rp 4,8 miliar dan akan dikenakan tarif 1% dari omzet. Walaupun 
tidak disebutkan secara langsung namun pengesahaan aturan ini diharapkan akan 
menjaring penerimaan pajak dari sektor UMKM. Menurut Endaryono, Kepala 
Bidang P2Humas Kanwil DJP Jakarta Selatan, penerbitan Peraturan Pemerintah 
Nomor 46 Tahun 2013 bertujuan untuk memudahkan dan menyederhanakan aturan 
perpajakan khususnya Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak yang memperoleh 
penghasilan dari usaha dengan omzet tertentu, yang selama ini merasa sulit 
menghitung Pajak Penghasilannya sehingga diharapkan Wajib Pajak dapat dengan 
mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya (Paramitha, 2013). 
Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menimbulkan 
pro dan kontra di lingkungan masyarakat, sebagian menilai bahwa aturan tersebut 
memberatkan wajib pajak karena meningkatkan jumlah pajak terutangnya. Hal ini 
didukung oleh Faisal Basri ahli ekonomi dari Universitas Indonesia yang 
mengkritik pemberlakuan pajak berdasarkan besar omzet penjualan karena untung 
tidak untung harus membayar pajak. Pihak lain yang mendukung beranggapan 
bahwa peraturan tersebut memudahkan dalam penghitungan, penyetoran, pelaporan 
Pajak Penghasilan yang terutang, dan yang terpenting yaitu pajak terutang lebih 
rendah. Hal ini didukung oleh Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri yang 
menyebutkan bahwa UMKM akan diuntungkan karena pajak penghasilan hanya 




Menurut Purba dan Suandy (2014), UMKM milik Wajib Pajak Orang Pribadi 
dengan peredaran bruto kurang dari Rp 250 juta (usaha mikro) cenderung dirugikan 
dengan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 daripada Wajib 
Pajak Orang Pribadi dengan peredaran bruto lebih dari Rp 2,5 miliar (usaha 
menengah). Jenis usaha yang diuntungkan dan yang dirugikan dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 juga dijelaskan oleh Akhmad (2015), yaitu bagi 
Wajib Pajak Orang Pribadi dengan peredaran bruto Rp 120 juta (usaha mikro), 
harus memiliki profit margin sebesar 85% agar tidak dirugikan.  
Menurut Kartiko (2016), Wajib Pajak yang memiliki omzet Rp 300 juta 
sampai dengan Rp 2,5 miliar (usaha kecil) lebih diuntungkan dengan penerapan 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 daripada usaha mikro. Menurut 
Zulfan (2016), wajib pajak dengan omzet Rp 480 juta (usaha kecil) yang memiliki 
profit margin 20% akan diuntungkan. 
Pajak terutang Wajib Pajak yang memiliki omzet lebih dari Rp 2,5 miliar 
(usaha menengah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 paling 
diuntungkan daripada jenis usaha mikro dan kecil. Dalam penelitian Akhmad 
(2015), Wajib Pajak Orang Pribadi dengan peredaran bruto Rp 4,8 miliar per tahun 
akan diuntungkan jika memiliki profit margin minimal 8%. Hal ini juga didukung 
Wahdi et al. (2015) yang menunjukkan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang 
memiliki peredaran bruto Rp 4,8 miliar (usaha menengah) dengan tingkat 
keuntungan lebih dari 8% akan diuntungkan, karena pajak yang dibayar lebih 




Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa UMKM 
dengan kriteria tertentu akan lebih diuntungkan daripada yang lainnya. Kriteria 
tersebut meliputi omzet dan profit margin berdasarkan titik impas pajak terutang. 
Penelitian ini memfokuskan pada pengelompokan omzet berdasarkan kategori 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta jenis kepemilikan usaha Wajib Pajak 
Orang Pribadi. Identifikasi omzet dilakukan untuk mengetahui Wajib Pajak yang 
diuntungkan dan dirugikan atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 
2013. Ini dapat dilakukan salah satunya dengan menentukan titik impas pajak yang 
terutang dan ini menjadi sangat penting bagi para pemangku kepentingan untuk 
merespon dampak yang terjadi.  
Titik impas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menghitung dan 
membandingkan pajak terutang apabila dihitung berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada objek 
pajak yang sama (Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu). Sebelum 
penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Wajib Pajak Orang 
Pribadi dalam negeri termasuk yang menerima penghasilan bruto menghitung pajak 
terutang berdasarkan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 
Oleh karena itu, pembandingan kedua peraturan tersebut untuk menentukan jenis 
UMKM yang diuntungkan dan dirugikan berdasarkan hasil analisis titik impas 
pajak terutang dari kedua peraturan tersebut. Ini didukung oleh Irawati (2007), 
dimana tujuan dari analisis titik impas adalah untuk membantu mengambil 
keputusan mengenai produk dalam hal biaya dan hasil penjualan. Dari sisi 




titik dimana jumlah pajak terutang sama besar walaupun dihitung berdasarkan dua 
peraturan berbeda untuk satu objek pajak penghasilan yang sama. Berdasarkan 
penjelasan tersebut, maka titik impas pajak yang terutang akan menjadi acuan para 
pelaku usaha yang terdampak peraturan tersebut untuk mengevaluasi ulang bisnis 
yang dijalankan agar tidak merugi, termasuk UMKM di sektor peternakan ayam 
petelur di Kabupaten Blitar. 
UMKM yang menjadi unggulan dan menjadi salah satu penyumbang Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar di Kabupaten Blitar adalah usaha 
peternakan ayam petelur (BPS Kabupaten Blitar, 2015). Menurut Kepala Dinas 
Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, Mashudi, Kabupaten Blitar menjadi 
produsen terbesar telur ayam di Jawa Timur dengan populasi ayam petelur 
mencapai 15 juta ekor dan dalam setahun bisa memproduksi sekitar 162 ribu ton 
telur ayam atau 10% dari produksi nasional (Nita, 2017). Ini seperti yang tercantum 
dalam Tabel 1.1 yang menunjukkan jumlah produksi telur, daging, dan susu di 
Kabupaten Blitar dalam kurun waktu 5 tahun (2012-2016) mendominasi produksi 
peternakan dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali di tahun 
2013. Dengan jumlah produksi yang besar tersebut, semestinya memiliki kontribusi 
yang besar terhadap penerimaan pajak. Namun, Kantor Pelayanan Pajak Pratama di 
Blitar mencatat realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan sebesar Rp 363,3 
miliar pada tahun 2015, dengan kontribusi penerimaan pajak dari sektor UMKM 







Produksi Peternakan di Kabupaten Blitar Tahun 2012-2016 
(dalam ribuan Ton) 
 
Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2017 
Oleh karena itu, penentuan titik impas pajak terutang Wajib Pajak Orang 
Pribadi di bidang UMKM Ayam Petelur penting karena Wajib Pajak merasa 
dirugikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Wajib Pajak 
membayar pajak terutang dalam jumlah yang terlalu besar dan ini menghambat 
usahanya untuk berkembang karena alokasi biaya untuk membayar pajak mencapai 
lebih dari 10% dari laba bersih yang diterima, lebih mengkhawatirkan lagi jika 
modal usaha berasal dari uang pinjaman yang berbunga maka persentase pajak 
terutang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dapat mencapai 
25% dari laba bersih. Ini sejalan dengan penelitian Zulfan (2016) yang 
menunjukkan peternakan ayam dengan omzet Rp 136 juta (usaha mikro) dirugikan 
dengan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Dengan penentuan 
titik impas pajak terutang Wajib Pajak dapat menentukan strategi yang tepat agar 
tidak dirugikan. 
Sesuai uraian sebelumnya, untuk mengidentifikasi kriteria usaha yang 
diuntungkan dan dirugikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 
2013 dengan membedakan kategori UMKM yang meliputi Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah, peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Titik Impas 
Pajak Terutang Sebagai Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 
Jenis Produksi 2012 2013 2014 2015 2016
Daging 62,5 ton 62 ton 60,5 ton 61 ton 61 ton
Susu 43 ton 31 ton 32 ton 32,4 ton 32,8 ton




Tahun 2013 Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Pada 
Peternakan Ayam Petelur Di Kabupaten Blitar)” 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka rumusan masalah 
penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana penghitungan pajak terutang dalam satu tahun pajak pada Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah Peternakan Ayam Petelur di Kabupaten Blitar 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013? 
2. Bagaimana penghitungan pajak terutang dalam satu tahun pajak pada Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah Peternakan Ayam Petelur di Kabupaten Blitar 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008? 
3. Bagaimana titik impas pajak terutang dalam satu tahun pajak pada Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah Peternakan Ayam Petelur di Kabupaten Blitar 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008? 
4. Bagaimana strategi yang harus dilakukan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah Peternakan Ayam Petelur di Kabupaten Blitar sebagai dampak 
atas pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013? 
1.3 Tujuan Penelitian 





1. Mengetahui pajak terutang dalam satu tahun pajak pada Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah Peternakan Ayam Petelur di Kabupaten Blitar berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. 
2. Mengetahui pajak terutang dalam satu tahun pajak pada Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah Peternakan Ayam Petelur di Kabupaten Blitar berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 
3. Mengetahui titik impas pajak yang terutang dalam satu tahun pajak pada 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Peternakan Ayam Petelur di Kabupaten 
Blitar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 
4. Merumuskan strategi untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Peternakan 
Ayam Petelur di Kabupaten Blitar yang terdampak Peraturan Pemerintah 
Nomor 46 Tahun 2013. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini di antaranya adalah: 
1.4.1 Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan tentang 
titik impas pajak terutang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 
Tahun 2013 pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Peternakan Ayam 
Petelur di Kabupaten Blitar. 
1.4.2 Manfaat Praktis 
1. Memberikan wawasan tata cara menghitung pajak terutang pada 




Menengah yang bergerak di bidang Peternakan Ayam Petelur di 
Kabupaten Blitar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 
2013.  
2. Membantu memberikan gambaran dan wawasan tentang dampak 
positif dan negatif terkait penerapan suatu regulasi pajak, 
khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 kepada 
masyarakat dan pemerintah sebagai regulator. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan berupa rincian laporan skripsi dan penjelasan 
ringkas mengenai bagian-bagian pada penelitian yang dilakukan. Adapun 
sistematika penulisan dari penelitian ini adalah: 
Bab I Pendahuluan 
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan 
masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 
penulisan laporan penelitian. 
Bab II Tinjauan Pustaka 
Bab ini menjelaskan mengenai landasan awal dari penelitian dengan 
menggunakan berbagai macam studi literatur yang dikaji sebagai landasan teori 
yang digunakan dalam penelitian ini. 
Bab III Metode Penelitian 
Bab ini menjelaskan metode penelitian yang terdiri dari tahapan proses 
penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti selama proses penelitian 




Bab IV Hasil dan Pembahasan 
Bab ini menjelaskan uraian mengenai hasil penelitian, hasil analisis data, 
dan pembahasannya. 
Bab V Penutup 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan 
dan saran dari peneliti untuk pihak-pihak yang terkait maupun peneliti 
selanjutnya. 
